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Abstrak

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terdapat beberapa isu dan tantangan yang perlu diatasi
untuk mencapai kemajuan yang diinginkan. Tulisan berikut ini akan mengupas lebih dalam tentang
isu-isu dan masalah pembangunan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kudus. Studi yang dilakukan
dalam riset ini menggunakan metode riset literatur. Hasil riset ini menjelaskan bahwa pertama,
pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan membangun negara maju dengan
partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah. Namun, kegagalan pembangunan sering kali
berakar dari masalah struktural yang memerlukan solusi komprehensif. Kedua, pembangunan
ekonomi di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19, SDGs, krisis ekonomi global,
ekonomi ramah lingkungan, bencana alam, dan pengendalian ruang hijau. Ketiga, solusi untuk
meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kudus melibatkan pemberian otonomi khusus
kepada daerah. Diversifikasi ekonomi, pelatihan kerja, peningkatan infrastruktur, inovasi, dan
transparansi dalam kebijakan pembangunan adalah langkah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Kata kunci: Isu, Kudus, Masalah, Pembangunan Ekonomi
Abstract

In Indonesia's economic development, there are several issues and challenges that need to be
addressed to achieve the desired progress. The following paper will explore in more depth the issues
and problems of economic development that occur in Kudus Regency. The study conducted in this
research uses the literature research method. The results of this research explain that first, national
development aims to improve welfare and build a developed country with community participation
and government support. However, development failures often stem from structural problems that
require comprehensive solutions. Second, economic development in Kudus Regency is influenced by
the Covid-19 Pandemic, SDGs, global economic crisis, environmentally friendly economy, natural
disasters, and green space control. Third, the solution to improving economic development in Kudus
Regency involves granting special autonomy to the regions. Economic diversification, job training,
infrastructure improvement, innovation, and transparency in development policies are the key steps to
achieve the goal.
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PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah
daerah di Indonesia untuk memiliki kontrol lebih besar dalam mengelola pembangunan di wilayahnya
sendiri (Ningsih & Alaydrus, 2022; Permatasari et al., 2023; Ayu et al., 2024). Dengan adanya
desentralisasi, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal
dan mendanai program-program pembangunan yang dianggap prioritas (Giroth et al, 2022;
Desembrianita et al., 2024; Azra & Afif, 2024). Hal ini memungkinkan adanya inovasi dan
penyesuaian yang lebih baik terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Meskipun telah tercapai kemajuan dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah, masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi sesuai dengan tujuan pembangunan yang
diinginkan (Giroth et al., 2022; Henderson & Loreau, 2023; Fauziah ef al., 2024). Salah satu tujuan
utama pembangunan adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta pembangunan yang
berkelanjutan. Namun, masih terdapat tantangan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan dalam
akses terhadap layanan publik, distribusi sumber daya, dan kesempatan ekonomi di berbagai daerah
(Panggarti et al., 2022; Dienes, 2023; Permana et al., 2024). Selain itu, upaya untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga masih memerlukan perhatian
lebih dalam implementasi kebijakan pembangunan di tingkat daerah.

Pembangunan yang dilakukan di Republik Indonesia merupakan serangkaian usaha yang
bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang melibatkan semua aspek kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara (Simamora & Sarjono, 2022; Pelengkahu & Satria, 2023; Aziz &
Najicha, 2024). Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
yang mencakup perlindungan terhadap seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, peningkatan
kesejahteraan umum, peningkatan tingkat kecerdasan bangsa, serta berkontribusi pada ketertiban
dunia yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Munasaroh, 2022; Hickmann et al., 2023; Amri & Lessy,
2024). Dengan demikian, pembangunan di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi
juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik guna mencapai tujuan pembangunan yang holistik
dan berkelanjutan (Putri & Putri, 2022; Efendi, 2023; Dewi & Ramadhan, 2024).

Pembangunan ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di suatu wilayah. Kabupaten Kudus, terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi
ekonomi yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena
itu, tujuan dari naskah ini adalah untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap isu dan masalah
yang terkait dengan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kudus. Analisis ini diharapkan dapat
memberikan wawasan yang lebih baik tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk
meningkatkan kondisi ekonomi di wilayah tersebut dan mendukung tercapainya pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemilihan topik ini didasari oleh pentingnya pemahaman terhadap dinamika pembangunan
ekonomi pada Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus memiliki beberapa sektor ekonomi yang menjadi
fondasi utama dalam proses pembangunan, seperti industri manufaktur, pertanian, perdagangan, dan
sektor jasa. Namun, esensial untuk mengidentifikasi isu dan tantangan yang perlu diatasi guna
meningkatkan pembangunan ekonomi dan daya saing Kabupaten Kudus di era globalisasi. Hal ini
mendesak karena diperlukan kebijakan yang tepat untuk meratakan pembangunan ekonomi,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi disparitas antarwilayah. Riset ini bertujuan
untuk menemukan solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan
pembangunan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai suatu proses yang bersifat multidimensional,
di mana mengakibatkan transformasi signifikan dalam berbagai aspek masyarakat. Transformasi ini
mencakup perubahan dalam sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat,
serta struktur ekonomi itu sendiri (Lase et al., 2024; Solechah & Sugito, 2023; Azim et al., 2022).
Dalam hal ini, dapat teridentifikasi menjadi 5 tahap dalam proses pembangunan, yaitu: masyarakat
tradisional, tahap prasyarat untuk tinggal landas, fase tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan
akhirnya, masa konsumsi yang tinggi.
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Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai suatu proses evolusi yang bertujuan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus melestarikan lingkungan dan kondisi sosial,
demi memberikan manfaat yang optimal bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang (sofyan
Nasution et al., 2024; Diaz et al., 2023; Meilina & Oktavian, 2022). Proses ini mencakup integrasi
antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga setiap langkah pembangunan tidak hanya
berfokus pada pencapaian keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka
panjang terhadap masyarakat dan ekosistem. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan berupaya
menciptakan sistem yang efisien dan inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses
terhadap sumber daya dan peluang yang sama.
Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Pada tahun 2002, di Johannesburg, diadakan Konferensi Dunia tentang Pembangunan
Berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbarui komitmen internasional terhadap pembangunan
yang berkelanjutan. Dalam forum tersebut, disetujui rencana Johannesburg yang berfokus pada
pengintegrasian nilai-nilai keberlanjutan ke dalam praktik pembangunan (Andris et al., 2024;
Mangukiya & Sklarew, 2023; Hidayat & Husni, 2022). Kesepakatan ini mencerminkan penerapan
pendekatan yang menitikberatkan pada 3 pilar utama dari pembangunan berkelanjutan, diantaranya:
1. Pilar Ekonomi
Walaupun pembangunan berkelanjutan menantang paradigma ekonomi yang ada, sebuah
perusahaan harus tetap memiliki kelayakan ekonomi untuk memastikan kelangsungan
operasionalnya. Tantangan yang dihadapi adalah menemukan keseimbangan antara penciptaan
nilai dan pelestarian sumber daya. Pembangunan berkelanjutan kini telah menjadi faktor
keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Membayar harga yang adil di seluruh rantai pasokan,
mendukung ekonomi lokal, serta menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon
merupakan tindakan yang dapat diimplementasikan dalam organisasi dan dihargai oleh seluruh
ekosistem.
2. Pilar Lingkungan
Pilar utama dari pembangunan berkelanjutan adalah meminimalkan dampak lingkungan
yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Perusahaan yang bertanggung jawab berupaya untuk
mengurangi jejak ekologis mereka dan berkontribusi dalam memerangi pemanasan global.
Tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan bervariasi tergantung pada jenis aktivitas yang
dilakukan, meliputi ekonomi sirkular, desain yang ramah lingkungan, pengurangan penggunaan
bahan baku, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang lebih efisien, pelestarian
keanekaragaman hayati, dan berbagai inisiatif lainnya.
3. Pilar Sosial
Pilar sosial dari pembangunan berkelanjutan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat dan berkontribusi terhadap pemenuhannya. Hal ini menjadi landasan bagi tanggung
jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang mengadopsi pendekatan Corporate Social
Responsibility (CSR) berkomitmen untuk mengurangi dampak sosial dari aktivitas mereka,
menjamin kesejahteraan karyawan, serta menghadapi tantangan terkait keragaman dan inklusi.
Selain itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa pada tahun 2015 memberikan panduan dan arah bagi tindakan yang dapat diambil oleh
perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

METODE
Studi yang dilakukan dalam riset ini menggunakan metode riset literatur. Metode riset

literatur merupakan salah satu pendekatan dalam studi akademis dimana peneliti mengumpulkan,
mengkaji, dan menganalisis data dari sumber-sumber literatur yang ada, seperti jurnal, buku,
artikel, dan publikasi lainnya untuk menjawab pertanyaan riset yang spesifik (Adlini et al., 2022;
Nasution, 2023; Alfaisal et al., 2024). Proses ini melibatkan pencarian kata kunci yang relevan
untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Hal ini
bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu subjek,
mengidentifikasi tren, dan kesenjangan dalam riset yang ada.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Intrepretasi Isu dan Masalah Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah suatu proses transformasi yang dimulai dari kondisi nasional tertentu
menuju kondisi nasional yang lebih baik (Hasibuan & Harahap, 2022; Kuzmak & Kuzmak, 2023;
Candra et al., 2024). Tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah untuk mencapai berbagai aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan secara terencana, menyeluruh, dan bersifat nasional guna menciptakan kehidupan yang
sejajar dan setara dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju (Uksan, 2023; Alfaris, 2024). Dengan
demikian, pembangunan nasional sebenarnya mencerminkan keinginan dan komitmen untuk terus
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun negara yang maju dan demokratis
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam implementasi pembangunan bersama pemerintah, partisipasi aktif masyarakat sebagai
subjek pembangunan memiliki peran yang sangat vital (Sutrisna, 2022; Aini et al., 2023; Alfaris &
Rosyid, 2024). Masyarakat dianggap sebagai pihak yang paling berperan dalam proses pembangunan,
sementara pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan arahan, bimbingan, dan menciptakan
lingkungan yang mendukung kelancaran proses pembangunan. Oleh karena itu, kerjasama antara
kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah yang saling mendukung, melengkapi, dan bersinergi
sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional secara bersama-sama
(Weningtyas & Widuri, 2022; Song & Jang, 2023; Ardiansyah et al., 2024).

Kegagalan pembangunan nasional tidak hanya disebabkan oleh ketidaktersediaan pelaksanaan
yang terstruktur di lapangan, tetapi juga harus dipahami sebagai suatu masalah yang bermula dari akar
permasalahan (Rumkabu, 2022; Taiwo et al., 2023; Alfaris, 2024). Keberadaan geografi Indonesia
yang luas dan terdiri dari ribuan pulau dengan sarana komunikasi dan transportasi yang masih terbatas
dan belum optimal menjadi indikasi bahwa pembangunan di Indonesia belum merata (Lestianto et al.,
2022; Madubun, 2023; Rahim et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan berbagai hambatan dalam
pelaksanaan pembangunan. Mobilitas dan pertukaran barang dan jasa di Jawa Tengah, khususnya di
Kudus, sangat bergantung pada infrastruktur transportasi darat yang tersedia. Hal ini merupakan
kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kudus.

Menurut PerDa Kab Kudus No 1 Tahun 2018-2023 mengenai RPJMD Kab Kudus Tahun
2018-2023, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan daerah Kabupaten
Kudus. Permasalahan tersebut antara lain: Pertama, Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.
Kedua, Kurangnya kesempatan kerja dan lapangan usaha. Ketiga, Tantangan dalam meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik. Keempat, Perlunya peningkatan daya saing daerah. Kelima,
Tantangan dalam menerapkan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung
jawab, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Naskah Akademik RPJMD Kab Kudus Tahun 2018-2023, konsep menyeluruh
terhadap berbagai permasalahan pembangunan di daerah Kudus menjadi fokus penting untuk
diperhatikan dan diteliti lebih lanjut, mengingat adanya sejumlah realitas yang perlu dipahami, antara
lain: Pertama, Konsep pembangunan berkelanjutan dengan adanya pembangunan berkelanjutan
merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa merusak lingkungan dan
sumber daya alam. Kedua, Konsep pemerataan dan keadilan dengan adanya pemerataan dan keadilan
menjadi landasan dalam pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan
pedesaan, serta antara kelompok masyarakat. Tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat dapat
merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Ketiga, Konsep partisipasi masyarakat dengan
adanya partisipasi masyarakat dianggap penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan. Masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam menentukan kebijakan pembangunan yang
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Keempat, Konsep kemandirian daerah dengan adanya
kemandirian daerah menjadi fokus dalam upaya meningkatkan potensi lokal dan mengurangi
ketergantungan pada pihak eksternal. Tujuannya adalah agar Kabupaten Kudus dapat mandiri dalam
mengelola sumber daya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini sangat penting karena
dalam UU No 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak kewenangan dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat.
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Berdasarkan situasi konkret terkait RPJMD di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa
kendala utama dalam akselerasi pembangunan daerah Kabupaten Kudus, yakni: Pertama, Rendahnya
tingkat pendapatan masyarakat yang dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kedua, Kurangnya kesempatan kerja
dan lapangan usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi
daerah. Ketiga, Tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik yang dapat
mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Keempat, Perlunya
peningkatan daya saing daerah yang menjadi penting dalam menghadapi persaingan global dan
menarik investasi, serta Kelima, Tantangan dalam menerapkan prinsip good governance seperti
transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam
penyelenggaraan PemDa yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam menjalankan
pembangunan.

Intrepretasi Isu dan Masalah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kudus

Dalam konteks skala internasional, isu strategis memiliki dampak yang signifikan pada
pelaksanaan pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia dan secara khusus di Kabupaten
Kudus, terutama dalam konteks Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai
kebijakan pembangunan untuk memastikan perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif di
tengah situasi pandemi ini. Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis
internasional lain yang juga berdampak pada perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus, seperti:
1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep SDGs merupakan kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi perubahan
pasca MDGs tahun 2015, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti deplesi sumber
daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin kritis, perlindungan sosial,
keamanan pangan dan energi, serta pembangunan yang inklusif bagi kaum miskin. Konsep
pengembangan SDGs memiliki tiga pilar indikator utama, yakni: Pertama, pembangunan manusia
(Human Development) seperti pendidikan dan kesehatan; Kedua, pembangunan ekonomi sosial
(Social Economic Development) termasuk ketersediaan infrastruktur lingkungan dan pertumbuhan
ckonomi; Ketiga, pembangunan lingkungan (Environmental Development) yang mencakup
ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

2. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah kondisi di mana terjadi penurunan ekonomi secara meluas di
seluruh dunia yang berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia. Krisis ini dapat
disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakstabilan pasar keuangan, penurunan investasi, dan
melemahnya pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia, sebagai negara berkembang yang sangat
tergantung pada ekspor dan investasi asing, krisis ekonomi global merupakan ancaman serius.
Fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri, nilai tukar
mata uang, dan stabilitas keuangan nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia
untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi dan mengatasi dampak dari
krisis ekonomi global.

3. Penerapan ekonomi ramah lingkungan (Green Economic Global)

Dapat diberlakukan dengan berbagai cara, antara lain: Pertama, kesadaran akan pentingnya
menjaga lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.
Didukung dengan adanya adopsi kebijakan dan program-program pro lingkungan seperti
pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi sumber daya alam di daerah menawan. Kedua,
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, dan
kerusakan ekosistem. Didukung dengan adanya investasi dalam teknologi dan ramah lingkungan
untuk sektor-sektor ekonomi tertentu, berupa bank sampah serta sistem mendaur ulangnya. Ketiga,
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Didukung dengan
adanya keterlibatan aktif dalam inisiatif global terkait lingkungan dan perubahan iklim, berupa
proses pengelolaan limbah pabrik rokok. Keempat, menyikapi isu perubahan iklim global dan
berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Didukung dengan adanya partisipasi dalam
program-program sertifikasi lingkungan atau penghargaan keberlanjutan, berupa keikutsertaan
masyarakat dalam seminar peduli lingkungan dan penanaman pohon.

4. Rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di suatu wilayah
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Upaya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari dilakukan dengan memperkuat upaya mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana
alam merupakan serangkaian langkah preventif dan penyiapan yang bertujuan untuk mengurangi
risiko bencana serta dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Belakangan ini,
mitigasi bencana telah menjadi topik penting dalam diskusi dan perbincangan baik di tingkat
nasional maupun internasional karena meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam yang
terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan memperkuat upaya mitigasi bencana, diharapkan dapat
mengurangi kerugian dan kerusakan akibat bencana alam serta melindungi masyarakat dan
infrastruktur dari ancaman yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.

. Pengendalian dan pemanfaatan ruang hijau

Saat ini Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah sebesar 42.516 Ha, dimana sebagian besar
digunakan untuk perumahan dengan luas 21.925 Ha, sebagai tempat aktivitas sosial manusia.
Sementara itu, sektor penghijauan seperti hutan dan sawah mencakup 20.591 Ha. Potensi
pembangunan oleh pihak eksternal menjadi hal yang penting karena sulit untuk dipantau dan
dikontrol sepenuhnya. Hal ini menyebabkan masih adanya praktik pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku hingga saat ini, yang dapat berdampak pada
ketidakseimbangan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang tidak optimal.

Intrepretasi Solusi Pemecahan Isu dan Masalah Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten
Kudus

Penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius terhadap berbagai solusi

dan alternatif dalam mengatasi hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi
daerah. Salah satu alternatif yang dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi adalah dengan memberikan
kewenangan kepada daerah dalam konteks otonomi khusus. Beberapa kewenangan yang dialihkan
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.

Mendorong diversifikasi ekonomi lokal, dengan diversifikasi ekonomi lokal mengacu pada upaya
untuk mengembangkan beragam sektor ekonomi di suatu wilayah, bukan hanya bergantung pada
satu sektor utama. Dengan mendorong diversifikasi ekonomi, daerah dapat menciptakan lebih
banyak peluang pendapatan bagi masyarakat. Misalnya, selain sektor pertanian yang mungkin
menjadi sektor utama, daerah dapat mengembangkan sektor industri, pariwisata, perdagangan, atau
jasa lainnya. Hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja dan
meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap perubahan pasar.

. Program magang dan pelatihan kerja, dengan menjalin kemitraan antara pemerintah, sektor swasta,

dan lembaga pendidikan dapat menciptakan program magang dan pelatihan kerja. Program ini
memberikan kesempatan bagi para calon tenaga kerja untuk mendapatkan pengalaman kerja dan
keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Dengan adanya program magang dan pelatihan,
para pencari kerja dapat lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan meningkatkan daya saing
mereka.

. Aksesibilitas masyarakat, dengan memperkuat sistem transportasi dan infrastruktur akan

meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik. Dengan adanya transportasi yang
baik dan infrastruktur yang memadai, masyarakat akan lebih mudah mengakses berbagai layanan
publik seperti pusat kesehatan, sekolah, kantor pemerintah, dan tempat-tempat penting lainnya.
Hal ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan yang dibutuhkan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sehari-hari.

. Mendorong inovasi di berbagai sektor ekonomi lokal akan meningkatkan daya saing daerah.

Inovasi dapat mencakup pengembangan produk baru, proses produksi yang lebih efisien, atau
penyediaan layanan yang lebih berkualitas. Dengan adanya inovasi, daerah dapat memperluas
pasar, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai tambah bagi produk dan layanan yang
dihasilkan.

. Transparansi dan keterbukaan, dengan mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat

memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Transparansi dan keterbukaan dalam proses pengambilan
keputusan akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan
efektivitas program pembangunan.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa pembangunan di
Kabupaten Kudus menghadapi tantangan seperti rendahnya pendapatan, kurangnya pekerjaan,
kualitas pelayanan publik yang buruk, rendahnya daya saing, dan penerapan good governance yang
lemah. Untuk mengatasi ini, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama dengan
pemerintah, serta fokus pada pembangunan berkelanjutan, pemerataan, partisipasi, dan kemandirian
daerah.

Kemudian, pembangunan di Kabupaten Kudus menghadapi beberapa isu strategis internasional
yang signifikan, termasuk dampak Pandemi Covid-19, tantangan Sustainable Development Goals
(SDGs), ancaman krisis ekonomi global, penerapan ekonomi ramah lingkungan, kerentanan terhadap
bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang hijau. Isu-isu ini memerlukan
pendekatan komprehensif dan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk memastikan pembangunan
yang berkelanjutan dan inklusif.

Selanjutnya, untuk mengatasi hambatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kudus, penting
bagi pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus kepada daerah. Solusi yang dapat diterapkan
meliputi: diversifikasi ekonomi lokal, program magang dan pelatihan kerja, peningkatan aksesibilitas
melalui infrastruktur yang baik, mendorong inovasi di sektor ekonomi, serta meningkatkan
transparansi dan partisipasi masyarakat. Langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan
kesejahteraan dan ketahanan ekonomi daerah.

Rekomendasi peneliti untuk kajian riset selanjutnya yakni penelitian untuk mengidentifikasi
potensi inovasi di berbagai sektor ekonomi lokal di Kabupaten Kudus. Hal ini mencakup analisis
terhadap faktor-faktor yang mendorong atau menghambat inovasi, serta strategi yang dapat diadopsi
untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing daerah.
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